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Abstract. Analysis of Implementation of Fiscal Decentralization. Thisstudy aimsat reviewing
the implementation of fiscal decentralization particularly at thelocal financial revenues derived
from the sources of local revenue in the District of Purworejo. Beside that, it also examinesthe
constraints faced by the District Government particularly at fiscal decentralization and local
revenues and how the government solvesit. Thisresearch used a qualitative descriptive method.
Thedatataken arethe primary and secondary data. Data collected isby doing in-depth interviews
and documentation. The data were then analyzed using descriptive anal ytical techniques of data
analysis, and tested its validity by doing checking, rechecking and cross checking. The results
show that thelocal financial revenueinthe District of Purworejo, most of the funds, comesfrom
the Central Government, with an average of 82.68% per year, whilethe PAD isonly 7.99%. This
also showsthat the degree of fiscal decentralization and financial independencein the District of
Purworejo arestill very low.
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Abstrak: Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mereview
pelaksanaan desentralisasi fiskal terutama pada pendapatan keuangan lokal yang berasal dari
sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo. Selain itu, jugamembahas kendala
yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten khususnya pada desentralisasi fiskal dan pendapatan
lokal dan bagai mana pemerintah memecahkan itu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan adalah
dengan mel akukan wawancaramendal am dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik
analisis deskriptif analisisdata, dan diuji validitasnya dengan mel akukan pengecekan, mengecek
kembali dan cross checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan keuangan lokal di
Kabupaten Purworejo, sebagian besar dana, berasal dari Pemerintah Pusat, dengan rata-rata
82,68% per tahun, sedangkan PAD hanya 7,99%. Ini jugamenunjukkan bahwadergjat desentralisas
fiskal dan kemandirian finansial di Kabupaten Purworejo masih sangat rendah.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, keuangan daerah, otonomi daerah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan sistem desentralisasi yang lebih
mengedepankan prinsip otonomi daerah me-
nuntut semuapi hak untuk mel akukan perubahan
(reform) dan pemahaman tentang tugas dan
kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan
Otonomi Dagerah berdasarkan Undang-Undang
No0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah membawadam-
pak perubahan terhadap sistem administrasi

pemerintahan daerah maupunsstemadministras

keuangannya. Masalah perubahan tersebut
menimbulkan reaks yang berbeda-bedabagi
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daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki
sumber kekayaan alam yang besar menyambut
otonomi dengan penuh harapan, sebaliknya
daerah yang miskin sumber daya alamnya
menanggapi dengan sedikit rasakhawatir dan
was-was. Kekhawatiran beberapa daerah ter-
sebut bisa dipahami, karena pelaksanaan
otonomi daerah dan desentralisas fiskal mem-
bawa, konsekwens bagi pemerintah daerah
untuk lebih mandiri baik dari S stem pembiayaan
maupun dalam menentukan arah pembangunan
daerah. Di samping itu, alasan klasik seperti
kes gpan sumber dayamanusa(SDM) di daerah,
mads hlemahnyastruktur daninfrastruktur deerah
memang merupakan kenyataan yang tidak
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dipungkiri dan didami oleh bebergpapemerintah
daerah. Terlepas dari kekhawatiran tersebut,
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah
menjadi kesepakatan bangsalndonesia.

Daamrangkadesentralisas fiska tersebout,
maka salah satu aspek dari pemerintah daerah
yang harusdiatur secarahdti-hati adaahmasalah
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
daerah. Salah satu aspek yang penting dalam
mengis dan melaksanakan kewenangan dalam
otonomi daerah adalah mengetahui tingkat ke-
mandirian daerah dalam membiayai kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-
ngunan melaui peningkatan potens penerimaan
daerah.

Berdasarkan pengamatan awal, kebijakan
yang dijalankan daam rangkadesentraisas dan
otonomi daerah di bidang keuangan daerahlebih
banyak ditekankan padaaspek pembelanjaan
dibanding aspek penerimaan. Peranan Penda-
patan Adi Daerah (PAD) Kabupaten Purworgo
dalam mendukung penerimaan daerahnyamasih
sangat kecil, dimanapadatahun 2009 Redlisas
PAD hanyamencapai Rp.42.874.969.676,00.
Sdah satu sebab keciInyapendapatan adi daerah
tersebut karenaminimnyaobjek pajak daerah
danretribug daerah. Akantetapi padatahun 2010
mulal adanyapeningkatan PAD dari Rp.42.874.
969.676,00 meningkat menjadi Rp. 47.480.
960.386,00. Tetapi peningkatan tersebut masih
menggambarkan tingkat ketergantungan K abu-
paten Purworejo yang masih sangat besar
terhadap pemerintah pusat, dimanabesarnya
bantuan pusat melalui Dana Alokasi Umum
(DAU) masih sangat besar, yaitu pada tahun
2009 sebesar Rp 515.796.414.000,00 dan
tahun 2010 sebesar Rp. 526.630.040.000,00.
Sedangkan dalam rangka pel aksanaan desen-
tralisad fiskd, Pemerintah Kabupaten Purworgo
diharapkan memiliki kemandirianyanglebih
besar.

Pemerintah K abupaten Purworej o sebe-
narnya merupakan daerah yang mempunyai
potens besar dalam penyel enggaraan desen-
tralisad fiskal. Namun demikian, sumber-sumber
penerimaan keuangan daerah belum mendapat
perhatian seriusdan pengel olaan yang baik dari
pemerintah daerah. Berdasarkan fenomenan

tersebut, maka dikemukakan problem state-
ment sebagai berikut: “Pelaksanaan desen-
tralisasi fiskal ditinjau dari aspek penerimaan
keuangan daerah di Kabupaten Purworgomasih
rendah”. Dari problem statement ini, dikemuka-
kan research question: a) Bagaimana pelak-
sanaan desentralisasi fiskal khususnyapene-
rimaan keuangan daerah yang bersumber dari
PAD, DanaPerimbangan dan Pinjaman Daerah
di Kabupaten Purworejo. b) Kendala-kendala
apasgjayang dihadapi Pemerintah Kabupaten
Purworejo dalam pelaksanaan desentralisasi
fiska, khususnyapenerimaan keuangan daerah
dan caramengatasinya.

Desentralisasi fiskal merupakan kom-
ponen inti dari desentralisasi. Untuk men-
jalankan kewenangan yang telah ditransfer,
diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang
memadai. Bentuknyadapat berupapembiayaan
sendiri (self financing) dengan mengadakan
pungutan, pembiayaan bersama, perluasan
sumber-sumber lokal melalui pajak atau
retribusi, transfer antar pemerintahan, serta
pinjaman atau bantuan.

Secaraharfiah, itilah desentraisas fiska
memberikan pengertian adanyapemisahanyang
semakintegasdan jelasdalam urusan keuangan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin
padakeduasis anggaran; penerimaan dan pe-
ngeluaran. Di SiS penerimaan, daerah akan me-
miliki kewenangan yang |ebih besar dalam tax
policy. Di sisi pengeluaran, daerah akan men-
dapat kewenangan penuh dalam penggunaan
danaperimbangan. Padapring pnyapenggunaan
keduajenisdanaperimbangan tersebut ditentu-
kan oleh daerah sendiri. Desentralisasi fiskal
menurut Elmi (2005) ada ah pelimpahan kewe-
nangan di bidang penerimaan keuangan yang
sebelumnyatersentralisasi baik secaraadmi-
nistras maupun pemanfaatannya. Oleh karena
itu, desentralisas fiskal merupakan salah satu
mekanisme transfer dana dari APBN untuk
mewuj udkan ketahanan fiskal yang berkelan-
jutan (fiscal sustainability) dan memberikan
stimulusterhadap aktifitas perekonomian mas-
yarakat. Dengan kebijakan desentraisas fiska
diharapkan akan tercipta pemerataan kemam-
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puan keuangan antar daerah yang sepadan
dengan besarnyakewenangan urusan pemerin-
tahan yang diserahkan kepadadaerah otonom.
Desentralisas fiskal jugamerupakan salah satu
“pilar” dalam memeliharakestabilan kondis
ekonomi nasional, karenadengan adanyatran-
sfer danake daerah akan mendorong aktivitas
perekonomian masyarakat di daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiska di Indo-
nesiasebaga manatercantum dalam UU No 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
K euangan antara Pemerintah Pusat dan Peme-
rintah Daerah intinya menyatakan bahwa
Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama
dalam rangka pel aksanaan desentralisasi fiskal
adalah PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman
daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pemerintahan di daerah dapat terseleng-
garakarenaadanyadukungan berbagai faktor
sumber daya yang mampu menggerakkan
jadannyaorganisas pemerintahan dalamrangka
pencapai an tujuan. Faktor keuangan merupakan
faktor utamasebagal sumber dayafinansa bagi
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Faktor keuangan penting dalam setiap
kegiatan pemerintahan karenahampir tidak ada
kegiatan pemerintahan yang tidek membutuhkan
biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia,
makin banyak pulakemungkinan kegiatan atau
pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Demikian pentingnya faktor keuangan
dalam agendapenye enggaraan pemerintahan di
daerah. Keuangan daerah menempati posisi
sentral bagi kemajuan suatu daerah dan bagi
efisens dan efektivitas pembangunan. Posis
sentral keuangan daerah dalam pemerintahandi
daerah juga menunjuk pada posisi tingkat
keotonomian suatu daerah karena dengan ke-
mampuan keuangan daerah makapemerintah
daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak
mengurusrumah tangganyasendiri. Kemampuan
mengurus rumah tangga sendiri merupakan
hakikat otonomi daerah dan kemampuan daerah
berotonomi memerlukan kemampuan dukungan
keuangan untuk membiayai otonomi tersebuit.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kaho (2005)
menyatakan bahwa salah satu kriteriapenting

untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurusrumah
tangganyaadal ah kemampuan self supporting
dalam bidang keuangan. Dengan perkataanlain,
faktor keuangan merupakan faktor esensial
dalam mengukur tingkat kemampuan daerah
dalam mel aksanakan otonominya.

Menurut Halim (2001), ciri utamasuatu
daerah mampu mel aksanakan otonomi adal ah:
a) kemampuan keuangan daerah, yang berarti
daerah tersebut memiliki kemampuan dan ke-
wenangan untuk menggali sumber-sumber ke-
uangan, mengel oladan menggunakan keuangan-
nyasendiri untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan; dan b) K etergantungan kepada
bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh
karenaitu, PAD harusmenjadi sumber keuangan
terbesar yang didukung ol eh kebijakan perimba:
ngan keuangan pusat dan daerah. Keduaciri
tersebut akan mempengaruhi pola hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah. Secara
konseptual, pola hubungan keuangan antara
peme-rintah pusat dan daerah harus sesuai
dengan kemampuan daerah dalam membiayai
pel aksanaan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka
kemampuan keuangan daerah dapat digunakan
untuk menilai kemampuan daerah dalam melak-
sanakan otonomi daerah. Penilaian kemampuan
keuangan daerah tersebut dapat dilakukan de-
ngan menggunakan dergjat desentralisas fiskal.
Penggunaan ukuran dergjat desentralisasi fiskal
menurut Reksohadi projo (2000) menggunakan
ukuran perbandingan PAD dengantota peneri-
maan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil
pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah
dengantotal penerimaan daerah dalam persen-
tase.

Berdasarkan hasil perhitungan dergjat
desentraisas fiskal tersebut dapat dilihat tingkat
kemampuan daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah dengan menggunakan skala
interval kemampuan keuangan daerahtercantum
padatabel 1.
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Tabel. 1 Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 —10,00 Sangat kurang
10,01 — 20,00 Kurang
20,01 -30, 00 Sedang
30,01 — 40,00 Cukup
40,01 — 50,00 Baik
> 50,00 Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri & Fisipol UGM, 1991

Semakintinggi dergjat kemandirian suatu
daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut
semakin mampu membiayai pengeluarannya
sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
Apabiladipadukan dengan dergjat desentraisas
fiskal yang digunakan untuk melihat kontribus
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan
daerah secarakesaluruhan, makaakan terlihat
kinerjakeuangan daerah secara utuh. Secara
umum, semakintinggi kontribus pendapatanadli
daerah dan semakintinggi kemampuan daerah
untuk membiayai kemampuannyasendiri akan
menunjukkan kinerja keuangan daerah yang
positif. Dalam hal ini, kinerjakeuangan positif
dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan
daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan
mendukung pel aksanaan otonomi daerah pada
daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama,
memperolehgambaranumummeaui hasl kgian
dan analisistentang pel aksanaan desentralisas
fiskal khususnyapenerimaan keuangan daerah
yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan
daerah di Kabupaten Purworejo. Kedua, mem-
peroleh pemahaman tentang kendala-kendala
yang dihadapi Pemerintah K abupaten Purworgo
daam pelaksanaan desentrdisas fiska khusus-
nya penerimaan keuangan daerah dan cara

mengatasnya.

METODE PENELITIAN

Tipepenelitianini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Dalam upayamenghimpun datayang
diperlukan dalam penelitianini, peneliti meng-
gunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancaramendal am dan dokumentasi. Unit
andigsddam penditianini addah pimpinanyang
memiliki informas tentang pel aksanaan desen-
tralisas fiskal padaPemerintah Daerah Kabu-

paten Purworejo. Untuk pemilihan informan,
penditianini menggunakan metode purposive
sampling. Dengan metode tersebut, ditentukan
kriteriayang akan digunakan dalam memilih
informen.

Datayang diperoleh dari pendlitian selan-
jutnya akan dianalisis dengan menggunakan
teknik deskriptif andlitis. Pengujian keabsahan
datadiperlukan untuk memperolehvdiditasdata
Teknik yang digunakan adalah dengan melaku-
kan check, recheck dan cross check terhadap
datayang diperoleh.

HASIL
Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
Berkaitan dengan pel aksanaan desentralisasi
fiskal di Kabupaten Purwore o, padaAnggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabu-
paten Purworego, sumber pembiayaan dari pen-
dapatan daerah yang berasal dari pemerintah
pusat maupun proving mashmendominad pem-
bi ayaan pembangunan K abupaten Purworeg o.
APBD Kabupaten Purworg o tahun 2008,
2009 dan 2010 menunjukkan bahwarata-rata
90,26 % pendapatan daerah berasa dari peme-
rintah pusat, sedangkan PAD Kabupaten Pur-
worgjo rata-rata hanya mencapal 9,74 %.
Selanjutnyarata-ratakontribus PAD terhadap
pendapatan adalah 7,93 % dan kontribusi PAD
terhadap belanjahanyamencapal rata-rata 7,92
%. Berdasarkan datatersebut, terlihat bahwa
PAD K abupaten Purworg o be um menjadi sum-
ber penerimaan utama pembiayaan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan sertabelum
dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan
yang dominan dalam pengel uaran pemerintah
daerah khususnyabe anjarutin daerah. Padaha
dalam rangkapel aksanaan desentralisas fiska
dituntut kemandirian dari pemerintah daerah.



Enceng,dkk, Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah 65

Efektivitas dan Efisiensi PAD

Untuk menganalis spenerimaan keuangan
dari sumber PAD, digunakan dataAPBD tiga
tahun anggaran terhitung dari tahun anggaran
2008 sampai dengan tahun 2010. AndissPAD
dimaksudkan untuk mengetahui seberapabesar
efektivitasdan efigeng nya, dengan menggunakan
perhitungan sederhanayang dikemukakan Halim

(2002) berikut.
Redlisas PenerimaanAsdli Daerah
1. Rasio Efektivitas=

Target penerimaan PAD yang
ditetapkan sesuai potensi daerah

Biaya pungutan PAD
2. RasioEfisiens =

Realisasi Penerimaan PAD

Sumber PAD yang memberikan masukan
terbesar terhadap PAD tahun 2008 adal ah dari
sektor Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp 34.
466.896.115,00 atau 67,35% dari total PAD,
kemudian diikuti oleh sektor pgjak daerah se-
besar Rp 6.402.460.625,00 atau 12,51 % dari
total PAD. Sedangkan sumber PAD yang
memberikan masukan terbesar terhadap PAD
tahun 2009 add ah dari sektor [ain-lan PAD yang
sah, yaitu sebesar Rp 42.987.834.285,00 atau
70,69% dari total PAD. Kemudian diikuti oleh
sektor retribusi daerah sebesar Rp 9.491.483.
729,00 atau 15,61 % dari total PAD. Sementara
itu, sumber PAD yang memberikan masukan
terbesar terhadap PAD tahun 2010 adalah dari
sektor Lain-lain PAD yang sah, yaitu sebesar
Rp 47.349.202.139,00 atau 68,02% dari total
PAD. Kemudian diikuti oleh sektor retribusi
daerah sebesar Rp 11.576.322.231,00 atau
16,63 % dari total PAD.

Untuk memperoleh gambaran efektivitas
PAD Kabupaten Purworeo tahun anggaran
2008, data yang ada akan dianalisis dengan

menggunakan formulasebagal berikut.
51.174.860.039
EfektivitasPAD =
42.874.969.676

Efektivitas PAD tahun 2008 = 1,19
Berdasarkan hasil analisistersebut dipe-
roleh rasio efektivitas PAD tahun 2008 sebesar
1,19 atau (119%). Ini membuktikan bahwape-
nerimaan keuangan yang bersumber dari PAD

tahun 2008 dapat dikatakan efektif. Selanjutnya,
dengan menggunakan formulayang sama, efek-

tivitas PAD tahun 2009 adal ah:
60.814.316.979
EfektivitasPAD =
53.700.577.428

EfektivitasPAD tahun 2009=1,13
Berdasarkan hasil analisistersebut dipe-
rolehrasio efektivitas PAD tahun 2009 sebesar
1,13 atau (113%), ini membuktikan bahwa
penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD

tahun 2009 dapat dikatakan efektif.
69.609.314.290
EfektivitasPAD 2010 =
66.325.412.769

EfektivitasPAD tahun 2010=1,05

Berdasarkan hasil andlisistersebut dipero-
leh rasio efektivitas PAD tahun 2010 sebesar
1,05 atau (105 %). Ini membuktikan bahwa
penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD
tahun 2010 dapat dikatakan efektif.

Dengan demikian, padatahun 2008, 2009,
dan 2010 kemampuan Pemerintah K abupaten
Purworegjo dalam menja ankan tugas pengel o-
laan penerimaan keuangan daerah dapat dikate-
gorikan efektif (rata-rata112,33 %).

Untuk memperolen ukuranyanglebihbalk,
makarasio efektivitastersebut perlu dipersan-
dingkan dengan rasioefisensi yang dicapai
pemerintah daerah. Kinerjapemerintah daerah
dalam melakukan pemungutan pendapatan
dikategorikan efisien apabilaras o yang dicapai
kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.
Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagal
berikut.

Biaya pungutan PAD
Rasio Efisiens =

Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan datayang diperol eh, besar
biayayang dikel uarkan untuk memungut PAD
padatahun 2008 adalah Rp 4.605.737.403,00.
Berdasarkan datatersebut, makaefisens PAD
akan dianalisisdengan menggunakan formula

sebagal berikut.
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4.605.737.403
Efisiensi PAD tahun 2008 =

51.174.860.039

Efisens PAD tahun 2008 = 0,09

Berdasarkan hasil analisistersebut, dapat
dikatakan bahwa pe aksanaan pemungutan PAD
di Kabupaten Purworejo pada tahun 2008
cukup efisien, karenabiayayang dikeluarkan
hanya 9% dari total PAD tahun 2008.

Biayayang dikel uarkan untuk memungut
PAD pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.4.
257.002.188,00.

4.257.002.188

Efisiensi PAD Tahun 2009 =
60.814.316.979

Efisens PAD = 0,07

Hasl| andigsefisens tersebut menunjuk-
kan bahwa pemungutan PAD padatahun 2009
di Kabupaten Purworej o cukup efisien, karena
biayayang dikeluarkan untuk memungut PAD
hanyamencapai 7 % dari total penerimaan PAD.

Biayayang dikel uarkan untuk memungut
PAD pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.4.
872.652.000,00.

4.872.652.000
Efisensi PAD Tahun2010=

69.609.314.290

Efisens PAD = 0,07

Has| andissefisend terhadap penerimaan
PAD tahun 2010 menunjukan bahwa biaya
pemungutan PAD padatahun 2010 di Kabu-
paten Purworejo cukup efisien karena biaya
yang dikel uarkan untuk memungut PAD, hanya
mencapa 7 % dari total penerimaan PAD.

Dengan demikian, berdasarkan hasil ana-
lisisterhadap efisiensi penerimaan PAD pada
tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010 me-
nunjukkan kinerjayang baik dari Pemerintah
Kabupaten Purworg o, khususnyadadam penge-
|olaan penerimaan PAD karenarata-ratatingkat
efisensnyamencapai 7,67 % per tahun.

Pertumbuhan PAD

Berdasarkan data PAD Kabupaten Pur-
worg 0, dengan menggunakan formulaandiss
pertumbuhan sebagaimanadikemukakan Haim
(2002), maka pertumbuhan PAD Kabupaten

Purworejo tahun 2008 sampai dengan tahun

2010 adalah sebagai berikut :
Pn—Po
r= x 100 %
Po
Keterangan:

Pn = datapadatahunke- n
Po = data padatahun ke-0
r =pertumbuhan
Dengan menggunakan formulatersebut
makapertumbuhan PAD Kabupaten Purworegjo
dapat dianalisissebagai berikut:
PAD 2009- PAD 2008

Pertumbuhan PAD 2009 = X 100 %
PAD 2008
60.814.316.979-51.174.860.039
Pertumbuhan PAD 2009 = X 100 %
51.174.860.039
9.639.456.940
Pertumbuhan PAD 2009 = X 100%
51.174.860.039
Pertumbuhan PAD 2009 = 18,84 %
PAD 2010- PAD 2009
Pertumbuhan PAD 2010= ————X 100%
PAD 2009
69.609.314.290-60.814.316.979
Pertumbuhan PAD 2009 = X 100%
60.814.316.979
8.794.997.311
Pertumbuhan PAD 2010 = X 100%
60.814.316.979

Pertumbuhan PAD 2010 = 14,46 %
Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan
PAD di Kabupaten Purworejo tahun anggaran
2008 sampai dengan tahun 2010, maka dapat
dikatakan bahwa PAD Kabupaten Purworejo
padatahun 2009 menga ami pertumbuhan sebe-
sar 18,84%, sedangkan tahun 2010 menun-
jukkan pertumbuhan PAD yang lebih rendah
daripadatahun 2009 yaitu sebesar 14,46%.
Mélihat kenyataan tersebut, makausaha
usahayang sebaiknya dilakukan Pemerintah
K abupaten Purworejo yang diharapkan berkon-
tribusi langsung terhadap pertumbuhan PAD
antaralain adal ah secarabertahap melakukan
pembenahan dan penyempurnaan potens-potens
PAD sehinggatarget yang ditetgpkandapeat teredlisas.
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Kemampuan PAD terhadap Total APBD
Berdasarkan datayang diperoleh dari rea

lisss APBD Kabupaten Purworg o yang tertuang

dalam notaperhitungan APBD tahun 2008-2009

dantarget PAD tahun 2010 sertaperbandingan-
nyadengan APBD, kemampuan PAD terhadap
APBD dapat dilihat padatabel 2.

Tabel. 2 Kemampuan PAD dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2008 — 2010

No Tahun PAD Total APBD Persentase PAD
Anggaran terhadap APBD
1 2008 51.174.860.039 1.512.079.198.026 3,38
2 2009 60.814.316.979 1.618.168.094.692 3,76
3 2010 69.609.314.290 1.730.069.563.850 4,02
Rata-rata 60.532.830.436 1.620.105.618.523 3,72

Sumber: APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010.

Kemampuan PAD terhadap APBD rata-
ratapertahun adaah 3,72%. Mdihat hasi| perhi-
tungan tersebut dapat dis mpulkan bahwasangat
sulit bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo
untuk menjaankan pemerintahannyajikatidak
dibantu dengan bantuan danadari pemerintah
yanglebihtinggi. Hd ini dikarenakan Pemerintah
K abupaten Purworegjotidak mungkin membiaya
pemerintahannyadengan PAD yang minimter-
sebut. Biladilihat belanjadaerah yangterdiri dari
belanjarutin dan belanjapembangunan dalam
APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010
mencapai total rata-rataper tahun Rp. 755.309.
049.941,00. Kenyataan tersebut membuktikan
bahwa sangat tidak mungkin bagi Pemerintah
K abupaten Purworejo untuk membiayai belanja
rutin dan bel anjapembangunan dengan PAD.

Kemampuan rata-rataPAD pertahunter-
hadap bel anjarutin dan belanjapembangunan
addah 7,98 %. Hd ini menunjukkan bahwarata
ratakemampuan PAD per tahun sebesar Rp.60.
532.830.436,00 sangat kecil apabiladibanding-
kan dengan rata-ratabel anjaper tahun sebesar
Rp.755.309.049.941,00. Ha ini mencerminkan
bahwa PAD belum dapat diandalkan untuk

memenuhi kebutuhan rutin dan belanjadaerah.
Rendahnyakemampuan PAD tersebut karena
masi h terbatasnya potensi PAD yang dikem-
bangkan di Kabupaten Purworegjo.

Penerimaan Keuangan Daerah dari Dana
Perimbangan Keuangan

Dalam kaitan dengan pelaksanaan
desentralisas fiskal di Kabupaten Purworejo,
komponen DanaPerimbangan yang paing besar
memberikan kontribusi terhadap Penerimaan
K euangan Daerah adalah DanaAlokas Umum,
dimana rata-rata tiap tahun sebesar Rp.523.
493.470.000,00, sedangkan padaposis kedua
ditempati olen komponen DanaAlokas Khusus
yaitu rata-rata tiap tahun Rp. 60.677.500.
000,00. Berdasarkan data tersebut, terlihat
bahwa sebagian besar sumber penerimaandaerah
K abupaten Purworeo bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan BelanjaNegara(APBN).

Persentase DanaPerimbanganyang diterima
Kabupaten Purworejo terhadap Total Penda-
patan Kabupaten Purworejo terlihat padatabel
3.

Tabel 3. Persentase Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Purworejo

Tahun 2008 - 2010

No Tahun Anggaran Total Pendapatan Dana Perimbangan Persentase Dana
Perimbangan terhadap
Pendapatan (%)
1 2008 709.357.094.616 608.506.570.303 85,78
2 2009 751.262.475.167 634.036.319.961 84,40
3 2010 802.215.304.045 628.258.498.087 78,32
Rata-rata 54.278.291.276 623.600.462.451 82,83

Sumber: APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010.
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Datatersebut memberikan bukti bahwa
penerimaan keuangan daerah di Kabupaten
Purworejo sangat bergantung padapemerintah
pusat atau pemerintah yang lebih tinggi karena
rata-rataper tahun (82,83%). Total Penerimaan
K euangan Pemerintah K abupaten Purworejo
berasal dari Dana Perimbangan Keuangan.
K enyataan tersebut menunjukkan bahwatingkat
ketergantungan Pemerintah K abugpaten Purworgo
terhadap Dana Perimbangan sangat besar.

Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian
Daerah

K apasitas keuangan daerah dapat diguna
kan untuk menilai kemampuan daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah. Penilaian ke-
mampuan keuangan daerah tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan dergjat desen-

tralisasi fiskal. Penggunaan ukuran derajat
desentralisasi fiskal menurut Reksohadiprojo
(2000) menggunakan ukuran-ukuran sebagai
berikut: @) Perbandingan antara PAD dengan
Total Penerimaan Daerah; b) Perbandingan
antaraBagi Hasl| Pgjak dan Bukan Pgjak dengan
Total Penerimaan Daerah; c) Perbandingan
AntaraSumbangan Daerah (DAU/DAK) terhedep
Total Penerimaan Daerah.

Dengan menggunakan ketigaperbandingan
tersebut, makadapat diketahui dergjat Desentra
lisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten
Purworejo selamatahun 2008 sampai dengan
tahun 2010. Untuk lebih jelasnyapadatabel 4
akan dikemukakan perbandingan ketigakompo-
nen penerimaan daerah terhadap total peneri-
maan K abupaten Purworejo.

Tabel 4. Perbandingan PAD, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK Terhadap Total
Penerimaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 -2010

Tahun Total Pendapatan Total PAD Bagi Hasil Pgjak/ DAU/DAK
dan Persentase Bukan Pagjak dan Persentase
dan Persentase
2008 709.357.094.616 51.174.860.039 35.967.156.303 572.539.414.000
7,2% 5,07 % 80,71 %
2009 751.262.475.167 60.814.316.979 38.651.604.961 595.384.715.000
8,09 % 5,14 % 79,25 %
2010 802.215.304.045 69.609.314.290 43.669.717.087 584.588.781.000
8,68 % 5,44 % 72,87%
Rata-rata 754.278.291.276 60.532.830.436 39.429.492.784 584.170.970.000
7,99 % 5,22 % 77,61%

Sumber: APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010.

Tabel tersebut menunjukkan bahwarate-
rata proporsi total PAD terhadap total pen-
dapatan yaitu sebesar Rp. 60.532.830.436,00
(7,99 %), rata-rataproporsi penerimaan Bagi
Hasil Pajak/ Bukan Pajak terhadap Total
Pendapatan Daerah per tahun yaitu sebesar Rp
39.429.492.784,00 (5,22%), sedangkan rata-
ratapropors sumbangan daerah dari Pemerintah
Pusat (DAU dan DAK) terhadap Total Pen-
dapatan Daerah per tahun adalah sebesar Rp
584.170.970.000,00 ( 77,61 %). Dengan hasil
tersebut terlihat bahwada am pel aksanaan de-
sentralisas fiskal selamatahun 2008-2010, dari
segi penerimaan keuangan daerah, Kabupaten
Purworejo masih memiliki tingkat ketergantu-
nganyang cukup besar terhadap pemerintah pusat.

Jikadergjat desentralisasi fiskal Peme-
rintah Kabupaten Purworejo diukur dengan
menggunakan rumusan sebaga manadikemuka:
kan Reksohadiprodjo (2000), maka akan di-
peroleh hasil sebagai berikut.

a. Berdasarkan aspek pendapatan adli daerah,
dergjat desentralisasi fiskal dapat dihitung

sebagai berikut.
PAD

x 100 %
TPD
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Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2008=

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2009=

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2010=

51.174.860.039

X 100 % = 7,21 %
709.357.094.616
60.814.316.979

x 100 % = 8,09 %
751.262.475.167
69.609.314.290

x 100 % = 8,68 %
802.215.304.045

b. Berdasarkan aspek penerimaan bagi hasil pgjak dan bagi hasil bukan pgjak, dergjat desentrdisas
fiska dapat dihitung dengan menggunakan formulasebagal berikut.

BHPBP
———— x 100 %
TPD

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2008=

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2009=

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2010=

35.967.156.303
X 100 % = 5,07 %
709.357.094.616
38.651.604.961
x 100 % = 5,14 %
751.262.475.167
43.669.717.087
X 100 % = 5,44 %
802.215.304.045

c. Berdasarkan sumbangan yang diterimadaerah (DAU dan DAK), dergjat desentralisasi fiskal
dapat dihitung dengan menggunakan formulasebagai berikuit.

Sumbangan Daerah (SB)

x 100 %
TPD

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2008=

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2009=

Dergjat desentralisasi fiskal tahun 2010=

Dari has| perhitungan dergat desentraisas
fiskal tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
dengan menggunakan skaainterva kemampuan
keuangan daerah seperti yang dikemukakan
Reksohadiprodjo (2000), makahas | perhitungan
berdasarkan persentase (%) dapat dikatakan
bahwadergjat desentralisasi fiskal Kabupaten
Purworeg o selamatahun 2008-2010 termasuk

572.539.414.000

x 100 % = 80,71 %
709.357.094.616
595.384.715.000

x 100 % = 79,25 %
751.262.475.167
584.588.781.000

x 100 % = 72,87%
802.215.304.045

kategori sangat kurang (8,68%).

K enyataan tersebut sangat berpengaruh
terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah,
dimanakemandirian keuangan daerah (otonomi
fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah
Daerahddammembiaya sendiri kegiatan peme-
rintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. Kemandirian keuangan daerah,
ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD diban-
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dingkan dengan pendapatan daerah yang berasal
dari sumber lainnya, misalnyabantuan peme-
rintah pusat ataupun dari pinjaman.

Untuk mengukur tingkat kemandirian

daerah Kabupaten Purworejo tahun 2008 —
2010 dapat disgjikan perbandingan PAD ter-
hadap sumber danaekstern (Bagi Hasil Pgjak/
Bukan Pagjak, DAU dan DAK) padatabel 5.

Tabel 5. Perbandingan PAD dengan Dana Ekstern (Dana Perimbangan) Kabupaten Purworejo

Tahun 2008- 2010

Tahun PAD Dana Ekstern Persentase
(DanaBagi Hasil, DAU, DAK)
2008 51.174.860.039 608.506.570.303 8,41
2009 60.814.316.979 634.036.319.961 9,59
2010 69.609.314.290 628.258.498.087 11,08
Rata-rata 60.532.830.436 623.600.462.784 9,69

Sumber: APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010

Dengan mencermati rasio/perbandingan
PAD terhadap pendapatan daerah yang berasal
dari sumber lain (Dana Perimbangan), dimana
padatahun 2008 ras o kemandirian hanyamen-
capal 8,41 %. Padatahun 2009 rasio keman-
dirian menunjukkan 9,59 %, sedangkan tahun
2010 rasio kemandirian menunjukkan 11,08 %.
Secararata-ratarasio kemandirian keuangan
daerah Kabupaten Purworejo hanyamencapai
9,69 % per tahun, menunjukkan bahwa ke-
mandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan
pembiayaan untuk melakukan tugas-tugaspeme-
rintahan, pembangunan dan pelayanan masya-
rakat masih sangat rendah.

Kendala dalam Pelaksanaan Desentralisasi
Fiskal

Permasal ahan-permasal ahan mendasar
seputar pelaksanaan desentralisasi fiskal di
Kabupaten Purworg o, yaitu: 8) Reaif rendahnya
basis pgjak, retribusi daerah. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah
dimungkinkan untuk menetgpkanjenispgak dan
retribusi baru, namun kriterianyasangat ketat
khususnyakriteriapgak daerah sehinggameng-
akibatkan daerah memiliki basispungutan yang
relatif rendah dan terbatas sertasifatnyaberva-
riad antar daerah. Rendahnyabasispgak ini bagi
sementaradaerah berarti memperkecil manuver
keuangan daerah dalam meningkatkan kesg ah-
teraan masyarakat; b) Perannyayang tergolong
kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian
besar penerimaan daerah, masih berasal dari
pusat dalam bentuk bantuan atau subsidi. Dari

segi upaya pemungutan pajak, banyaknya
bantuan dan subsidi ini mengurangi usahadaerah
dalam pemungutan PAD dan daerah mengandal-
kan kemampuan negosi asinyaterhadap pusat
untuk memperoleh bantuan; ¢) Kemampuan
administras pemungutandi daerah masih rendah.
Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani
dengan biayapungut yang besar dan pengelolaan
PAD ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya
beberapa daerah cenderung mengejar target,
walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebe-
narnyapemasukan pagjak dapat melampaui target
yang tel ah ditetapkan; dan d) Kemampuan pe-
rencanaan dan pengawasan keuangan yang
lemah. Pemungutan pgjak mengadami kebocoran-
kebocoran sebagai dampak dari lemahnyake-
mampuangparat perencanadan pengawaskeuangan.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif otonomi daerah, Pendapatan
Adi Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan
utamadi samping penerimaan lainnyaberupa
dana perimbangan, pinjaman danlain-lain pen-
dapatan daerah yang sah. PAD belum dapat
diandalkan sebagai sumber pembiayaan yang
dominan dalam pengel uaran pemerintah daerah
khususnyabe anjarutin daerah. Meskipun PAD
tidak seluruhnyadapat membiaya anggaran
belanjadaerah, namun propors PAD terhadap
total penerimaan daerah tetap merupakan indi-
kasi dergjat kemandirian suatu daerah dalam
rangkamembiayal segalaurusan otonomi daerah.
Dengan demikian, gpabilaPAD dapat menutupi
sebagian besar pengeluaran daerah, dapat
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dikatakan bahwa daerah tersebut dapat |ebih
|eluasada am menja ankan otonominya.

PAD menurut Septiadi (2010) padahaki-
katnyamempunyai peranan yang sangat penting
dalam pelaksanaan otonomi daerah karena
semakin besar PAD yang diperoleh diharapkan
percepatan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat akan semakin meningkat.
Konsekuens dari pel aksanaan otonomi daerah
adal ah seberapabesar PAD dapat memberikan
kontribusinyaterhadap pel aksanaan otonomi
daerah yang tergambar dalam anggaran APBD.

Sehubungan denganitu, Widjinarko (2009)
menyatakan bahwa dalam eradesentralisasi,
pemerintah daerah harusaktif berupayamencari
sumber-sumber pembangunan di daerahnya.
Dalam hubungan dengan pel aksanaan desen-
tralisasi fiskal ditinjau dari aspek penerimaan
keuangan daerah di K abupaten Purworgjo, maka
yang menjadi tinjauan utamasebenarnyaadal ah
sejauhmana daerah dapat menggali sumber-
sumber pendapatan yang berpotens bagi pene-
rimaan keuangan daerah. Padasid lain, kebijakan
untuk menggali potend pendapatan medui pgak
danretribus yang bersifat inovatif belum ada.
Padahal salah satu kendala minimnya PAD
K abupaten Purwore o karenaPeraturan Daerah
yang adabe um mengakomodir secaramaksmd
sumber-sumber PAD, di samping lemahnyapro-
fesondismedaf dinas, bdumtersedianyasarana
dan prasarana penunjang di lapangan, dan
lemahnyakoordinas antar instang.

Rendahnya PAD dibandingkan dengan
total anggaran APBD menunjukkan bahwa
kemampuan PAD dalam APBD selamatiga
tahun (2008-2010) sangat rendah, yaitu rata-
rata 3,72 %. Jkadibandingkan dengan daerah
Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya
alamnya, kemampuan PADnyadaamAPBD
lebih besar dari Kabupaten Purworegjo, yaitu
berkisar 30,86%. Walaupun daerah ini kaya
dengan sumber dayad amnya, namun ketergan-
tungan keuangan daerah padabantuan keuangan
pemerintah pusat masih besar, yaitu 69,14%
(Sukirno, 2011).

Efesiensi dan efektivitaskeuangan dari
PAD selamatahun 2008-2010 sebesar 7% dari
total biayayang dilakukan untuk pemungutan
PAD adalah cukup efesien dan efektif, dimana

PAD mencapai sebesar 105%, membuktikan
bahwa penerimaan keuangan daerah yang ber-
sumber dari PAD dapat dikatakan efektif. Walau-
pun dalam pemungutan dan penerimaan PAD
cukup efesien dan efektif, namun dalam tingkat
kemandirian keuangan daerah adalah sangat
rendah karenadergja ketergantungan keuangan
daerah padabantuan keuangan dari pemerintah
pusat sangat tinggi (rata-ratapertahun 82,83%).

Menyikapi persoa an perimbangan pusat
dan daerah merupakan suatu kebijakan yang
berorientas kepadatersd enggaranyahubungan
yang representatif antarapemerintah pusat dan
pemerintah daerah, khususnyadalam rangka
membentuk pemerintah daerah yang bantu
mengurusrumah tangganyadengan kemampuan
sendiri (Santoso, 2010). Mengacu pada pen-
dapat tersebut, maka untuk mendapatkan
pemerintah daerah Kabupaten Purwokertoyang
mampu mengurusrumeah tanggadengan kemam-
puan sendiri, sulit diwujudkan karena tidak
mungkinmembiaya penye enggaraan pemerin-
tahannyadengan PAD yang minim. Berdasarkan
hal itu, perlu adanyausahauntuk mengurangi
ketergantungan atas sumber danaekstern baik
melaui optimalisas sumber-sumber pendapatan
yang telah ada maupun dengan memperluas
kewenangan untuk mengel olasumber penda-
patan lain, yang sampai saat ini masih dikuasai
oleh pusat ataupun proving.

Kendadayang dihadapi Pemerintah Kabu-
paten Purworejo dalam pel aksanaan desentra-
lisad fiska yang bersumber dari PAD sebenarnya
bukan hanya disebabkan kurangnyakemam-
puan pemerintah daerah dalam mengelola
sumber-sumber keuangan daerah, tetapi juga
karenaketerbatasan wewenang dan ketatnya
kriteria basis pajak daerah yang ditetapkan
ddam UU No. 34 Tahun 2000, sehinggameng-
akibatkan daerah memiliki basis-basis pemu-
ngutan pgjak yang rendah dan terbatas. Rendah-
nyakontribus PAD terhadap total penerimaan
daerahtersebut sgdan dengan pendapat Abdullah
(2000) yang menyatakan bahwa rendahnya
kontribus PAD bukan disebabkan karenasecara
struktural daerah miskin atau tidak memiliki
sumber keuanganyang potensd, akantetapi lebih
benyak disebabkan sumber-sumber keuanganyang
potensd dikuasal oleh pemerintah pusat.
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Daam rangkamensukseskan pel aksanaan
desentralisas fiskal ini, Pemerintah Kabupaten
Purworejo telah melaksanakan kebijakan-
kebijakan, di antaranyaada ah: ) Memperluas
basi s penerimaan. Tindakan yang dilakukan
untuk memperluasbasi s penerimaan yang dapat
dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan
ekonomi dianggap potensial antaralain dengan
mengidentifikes pembayar pagjak baru/potensid
danjumlah pembayar pgak, memperbaiki basis
dataobjek, memperbaiki penilaian, menghitung
kapasitas penerimaan dari setigp jenispungutan;
b) Memperkuat prosespemungutan. Upayayang
dilakukan dalam memperkuat proses pemungu-
tan yaitu antaralain mempercepat penyusunan
peraturan daerah, mengubahtarif dan peningkatan
SDM:; ¢) Meningkatkan pengawasan. Dengan
mel akukan pemeriksaan secara dadakan dan
berkala, memperbaiki proses pengawasan, me-
nerapkan sanks terhadap penunggak pajak dan
sanksi terhadap fiskus serta meningkatkan
pembayaran pajak dan pel ayanan yang diberikan
oleh daerah; d) Meningkatkan efisiensi admi-
nistras dan menekan biayapemungutan. Dengan
memperbaiki prosedur administras pgak medui
penyederhanaan administras pajak, meningkat-
kan efisens pemungutan dari setigpjenispemu-
ngutan; dan €) M eningkatkan kapasitas peneri-
maan melaui perencanaan yang lebih bak.

KESIMPULAN

Penerimaan K euangan Daerah di Kabupaten
Purworejo sebagian besar dananyamasih ber-
sumber dari Alokas Pemerintah Pusat, dengan
rata-ratamencapai 82,68 % per tahun sedang-
kan PAD hanyamencapai 7,99 % per tahun.
Dari segi Efektivitasdan Efisensi PAD sudah
cukup baik, ini menggambarkan kinerjayang
baik dari pemerintah daerah. Secarakesdluruhan
PAD Kabupaten Purworgomashminim. Minim-
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